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Editorial

Keragaman di Indonesia telah tersohor hingga ke mancanegara. Sejak dahulu, negara kita
dikenal sebagai negara multicultural, multirasial, bahkan multiagama, sehingga tidak heran
jika banyak sekali keanekaragaman budaya dan etnis atau suku berkembang di dalamnya.
Selain itu, pemerintah Indonesia mengakui enam agama yaitu Islam, Protestan, Katolik,
Hindu, Buddha dan Konghucu, sehingga dapat merangsang pertumbuhan yang heterogen.
(indonesia.go.id, 2020). Oleh karena itu, Perbedaan agama dan heterogenitas menjadi
sebuah keniscayaan di masyarakat, karena perbedaan agama dapat memicu perpedaan
pada cara pandang ‘point of view” dalam menyikapi suatu persoalan. Hal ini akan
menimbulkan “The Big Question” yang seolah menjadi pertanyaan retoris yaitu sudah
siapkah kita menerima dan menghadapi perbedaan?

Perbedaan dan keragaman agama yang ada di Indonesia dianggap menjadikan kita rentan
atau resisten terhadap konflik baik yang berkaitan langsung dengan agama maupun budaya.
Sebagai contoh sebagaimana diungkapkan oleh saudara Hamdan Arief bahwa telah terjadi
pembakaran rumah ibadah (masjid) di Tolikara, Papua yang kabarnya dipicu oleh suara
speaker yang dipasang kaum muslimin setempat saat akan melaksanakan shalad "led. Hal
inilah yang memicu dan mengusik kenyamanan umat agama Nasrani setempat, sehingga
hal terburukpun terjadi. Apabila kita mencoba menarik benang merah pada persoalan ini
sebenarnya bertitik tolak pada masalah toleransi antar umat beragama. Semakin beragam
dan banyaknya pemeluk agama-agama yang ada di negara kita, maka seyogyanya semakin
besar pula rasa toleransi kita kepada pemeluk agama lain terlebih saat umat agama lain
melaksanakan ibadahnya. Tentunya dengan memperhatikan norma-norma dan kesantunan
sehingga tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan ibadah yang kita laksanakan. Bagaimana
mungkin pada saat yang bersamaan kita sedang beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa,
di saat itu pulalah kita sedang melaksanakan kedzaliman? Ada ketimpangan sehingga perlu
dicermati bersama.

Kerentanan itu tidak hanya menimpa pada relasi antar agama saja, akan tetapi dapat
menjalar pada internal suatu agama sebagai contoh dalam memahami perbedaan (ikhtilaf)
dalam agama Islam. Terlebih lagi dalam memahami kultur budaya, ada yang
menggolongkannya dalam bid " ah yang dilarang namun ada pula yang menerjemahkannya
sebagai pendukung yang dapat mewujudkan tujuan syariat. Ahmad Zarkasi dalam Review
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Buku-Bid'ah di Masjid: Antara Perilaku dan Hukum dalam Peribadatan mencontohkan
adanya tabuhan bedug sebelum adzan dikumandangkan, bukan berarti ia menggantikan
adzan melainkan hanya memberikan informasi agar lebih sampai kepada masyarakat. Jika
hanya adzan saja yang dikumandangkan khawatir suara tidak sampai ke penjuru wilayah
karena di zaman kemunculan bedug, masyarakat belum familiar dengan pengeras suara.
Melihat realita keragaman di masyarakat ini, maka Kementertian Agama memiliki peran
penting untuk dapat menjadi “regulator’ sekaligus “moderator” untuk menjembatani
keresahan masyarakat agar umat beragama yang ada Indonesia memiliki “semangat
bertoleransi” dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Terlebih lagi, umat Islam
memiliki Majelis Ulama Indonesia yang fatwa-fatwanya diharapkan dapat mengatasi
kegundahan masyarakat khususnya di Indonesia. Sebagaimana ditulis oleh Fuat Hasanudin
dalam ljtihad Magashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi
Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia) di mana MUI menggunakan pendekatan magqashid
asy-syari ah dalam melakukan ijtihad, maka diharapkan dapat memberikan angin segar bagi
masyarakat sehingga tidak was-was dalam menjalankan fatwa-fatwa tersebut.

Masih banyak problematika hukum yang timbul dan berakar dari keragaman dan perbedaan.
Setidaknya editorial ini dapat memberikan gambaran singkat tentang arti dari sebuah
keragaman dan semoga kita mampu menjawab pertanyaan: Siapkah kita menerima dan

menghadapi perbedaan?

Editorial,

Agustus 2019
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ABSTRACT

Such thoughts of Yusuf al-Qardhawi are needed to save the hadiths that are not in accordance with
the situations and conditions and hadiths that are contradictory in determining a law. The purpose
of this study is to reveal the influence of Yusuf al-Qardhawi in addressing hadiths which appear to
be problematic in determining Islamic law. The method used in this study is a qualitative method
with library research data collection techniques. There are at least three ways that Yusuf al-
Qardhawi understands the hadith to determine Islamic law, namely understanding the hadith
according to the instructions of the Qur'an, combining hadiths that are contradictory and
understanding the hadith with capital knowledge of the background, situation and conditions and
the purpose of a hadith.

Keywords: Hadith, Islamic Law, Yusuf al-Qardhawi

ABSTRAK

Pemikiran semacam Yusuf al-Qardhawi sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan hadits-hadits
yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dan hadits-hadits yang bertentangan dalam
menentukan suatu hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap pemiiran Yusuf al-Qardhawi

dalam menyikapi hadits-hadits yang kelihatannya bermasalah dalam menentukan hukum Islam.
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adaah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan

data studi kepustakaan (library research). Sedikitnya ada tiga cara yang dilakukan Yusuf al-

Qardhawi dalam memahami hadits untuk menentukan hukum Islam, yaitu memahami hadits

sesuai dengan petunjuk al-Qur’an, menggabungkan hadits-hadits yang bertentangan dan

memahami hadits dengan modal pengetahuan tentang latar belakang, situasi dan kondisi serta

tujuan dari suatu hadits.

Kata kunci: Hadits, Hukum Islam, Yusuf al-Qardhawi

PENDAHULUAN
Penentuan hukum Islam pada zaman dahulu
(Nabi Muhammad masih hidup) dengan
sekarang cukup berbeda yang diakibatkan oleh
berkembang nya zaman serta situasi dan
kondisi pun berbeda. Nabi Muhammad
merupakan satu-satunya tumpuna untuk
menetapkan suatu hukum Islam pada saat itu,
karena Allah membuat hukum secara tidak
langsung dan Nabi Muhammad lah yang
mempunyai tugas untuk menyampaikan serta
hukum

menyempurnakan telah

ditetapkan Allah.!

yang

Setalah Nabi wafat para sahabatlah yang
menentukan hukum Islam dan berpegang pada
al-Qur’an dan al-Sunnah. Sampai sekarang
sumber hukum Islam paling utama adalah al-

Qur’an dan

berkembangnya zaman, banyak permasalahan

al-Sunnah. Seiring

yang timbul di kalangan umat Islam khususnya

"Dedi Supriadi, Sejarah Hukum Islam,
(Dari Kawasan Jazirah Avab Sampai Indonesia), 11
(Bandung: Pustaka Setia, 2010), 61.

dalam menentukan hukum Islam yang
bersumber dari Hadits atau sunnah Nabi.

Seiring bekembangnya zaman, maka
berkembang juga ilmu pengetahuan yang ada.
Termasuk persoalan-persoalan yang ada di
masyarakat pun ikut berkembang. Dalam
menghadapi persoalan seperti ini tentunya
tidak segampang membalikan kedua belah
telapak tangan. Akan tetapi perlu adanya
pemikiran yang jernih demi mendapatkan hasil
sesuai dengan harapan. Pada akhirnya bisa
memberikan solusi terhadap permasalahan,
bukan menambah masalah. Khususnya dalam
menetapkan suatu hukum di tengah-tengah
masyarakat.

Zaman sekarang, dalam menentukan
suatu hukum tidak segampang membalikan
telapak tangan dengan cara mengambil dalil ini
dan itu. Tetapi harus dengan ketelitian yang

ekstra dan harus sesuai dengan permasalahan
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yang dihadapinya. Meskipun dalilnya
bersumber dari al-Qur’an yang sudah tidak
diragukan lafi kebenarannya. Tetap saja harus
dilakukan secara teliti. Apalagi dalil yang
diambil nya itu berasal dari hadits Nabi yang
faktanya hari ini sudah mulai banyak hadits
yang mengalami pergeseran nilai, dari tekstual
menjadi kontekstual ataupun ada beberapa
hadits yang kelihatannya beertentangan
dengan hadits lain.

Keadaan dalil (hadits) seperti yang
disebutkan di atas cukup membingungkan
orang-orang yang akan menggunakannya,
terlebih yang akan menggunakannya itu orang
awam yang notabene tidakterlalu paham
terhadap hadits. Akhirnya bisa menyesatkan
orang tersebut dan mungkin hasilnya itu juga
ddigunakan oleh orang banyak yang sama-
sama tidak terlalu paham terhadap hukum
Islam.

Seorang cendikiawan muslim modern
yang berasal dari Mesir yaitu Yusuf al-
Qardhawi memberikan pemahaman baru
dalam menjawab persoalan-persoalan yang
beredar di kalangan umat Islam, khususnya

dalam memahami suatu hadits

yang
bermasalah sebagaimana disebutkan di atas.
Salah satunya pemikiran beliau dalam

menentukan suatu  Hukum Islam yang

2Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian
Kualitatif, vol. 29 (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2011),9.
166

bersumber dari hadits-hadits yang mengalami
pergeseran nilai dari tekstual ke lain.

Tulisan ini merupakan kumpulan dari
pemikiran  Yusuf al-Qardhawi
hadits-hadits ~ yang  bermasalah  ketika
digunakan dalam menentukan suatu hukum

mengenai

Islam. Baik itu hadits yang sudah tidak relevan
lagi dengan situasi dan kondisi saat ini atau
hadits-hadits yang bertentangan dengan hadits
lain dan hadits-hadits lainnya yang yang
merupakan pemahaman dari  Yusuf al-
Qardhawi.

Secara metodologi, penelitian ini bersifat
kulaitatif, ciri-ciri dari penelitian kualitatif
atau

adalah  pengamatan,

penelaahan dokumen.? Salah satu ciri dari

wawancara,

penelitain kualitatif yang penulis ambil yaitu
menghimpun beberapa sumber atau dokumen
yang berkaitan dengan fokus penelitian dan
menelaah serta menelitinya. Teknik atau cara
pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan studi kepustakaan
(library research) yang terfokus pada sumber
tertulis  saja. Kemudian, data yang
dikumpulkan dari beberapa sumber dianalisis
sesuai dengan kebutuhan penelitian sampai
pada akhimya dibuat sebuah kesimpulan

penelitian.
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PEMAHAMAN HADITS YUSUF AL-
QARDHAWI DALAM MENENTUKAN
HUKUM ISLAM

Bannyak sekali sumbangan pemikiran dari
Yusuf al-Qardhawi terhadap hukum Islam,
demi kemajuan hukum Islam itu sendiri. Hal
tersebut pertama bisa dilihat ketika beliau
memberikan motivasi untuk terus menerus
hukum

menggali Islam dan

pengembangannya. Kedua, memberikan
peluang untuk berijtihad kepada ulama-ulama
saat ini. ketiga, memberikan tuntunan dan
pedoman dalam berijtihad. Keempat,
menjawab tantangan zaman di bidang hukum
Islam dewasa ini atau persoalan hukum Islam
kontemporer,* poin keempat ini meerupakan
salah satu pembahasan yang akan diulas dalam
tulisan ini. Yakni lebih pada pemikiran Yusuf
al-Qardhawi dalam menjawab problematika
yang beredar di masyarakat dalam menentukan
hukum Islam dan dalilnya bersumber dari
hadits Nabi, karena ada beberapa hadits yang
mengalami pergeseran nilai dari tekstual
kepada kontekstual zaman sekarang.
Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf al-
Qardhawi bahwa persoalan setiap zaman itu
berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi pada
zamannya sesuai kebutuhan yang muncul pada

zaman tersebut.* Dengan berkembangnya

zaman, berkembang juga kejadian dan realita

3Mahfudin, “Ijtihad Kontemporer Yusuf
Al-Qardhawi Dalam Pengembangan Hukum
Islam,” 27.

baru yang belum dikenal orang-orang
terdahulu, terlebih cara penyelesaiannya juga.
Ataumungkin bisa saja ada kejadian lama yang
sudah berubah sehingga fatwa ulama terdahulu
sudah tidak relevan lagi dalam menjawab
persoalan yang baru. Atas kejadian inilah yang
mendorong para ulama mewajibkan adanya
perubahan fatwa yang disebabkan terjadinya
perubahan zaman. Salah satunya ialah
penelitian ini mengenai pemikiran pemikiran
Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan suatu
hukum Islam yang bersumber dari hadits.

Penelitian ini sedikit banyaknya akan
mengungkap beberapa metodologi yang
digunakan ~ Yusuf al-Qardhawi  dalam
memahami sunnah atau hadits dan juga
beberapa contoh hadits yang penulis kira sudah
tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, atau
degan kata lain hadits yang mengalami
pergeseran nilai dari tekstual ke kontekstual
zaman sekarang. Hal ini membutuhkan
penyelesaian yang berbeda dengan zaman dulu
dan membutuhkan metodologi khusus dalam
menetapkan suatu hukum Islam.

Ada beberapa metode atau metodologi
yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dalam
atau hadits untuk

memahami  sunnah

*Mahfudin, 39.
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menetapkan suatu hukum Islam,’® diantaranya

sebagai berikut:

1. Memahami hadits sesuai dengan

petunjuk al-Qur’an.

Sikap yang harus didahulukan dalam
memahami hadits yaitu harus dengan petunjuk
al-Qur'an, karena al-Qur’an merupakan
sumber hukum Islam yang pertama sebelum
hadits. Apabila suatu hadits bertentangan
dengan al-Qur’an atau ada anggapan orang
bahwa suatu hadits bertentangan dengan al-
Qur’an, hal itu bisa jadi disebabkan karena
haditsnya tidak shahih (palsu) atau pemahaman
kita tidak benar.

Sebagai contoh bahwasanya kaum
Mu’tazilah telah menyimpang dari kebenaran
dengan jalan tidak mempercayai hadits-hadits
shahih mengenai adanya syafaat di akhirat oleh
Nabi Muhammad saw., Malaikat dan orang
mukmin yang shaleh, yang hnendak diberikan
kepada orang yang mempunyai dosa dan
meninggal dalam keadaan iman kepada Allah

swt. sebagaimana hadits di bawah ini:

H G 08 5 nd 2o X B0 S wls

(P P e B g et G Ot e g5

W By 0 133 8 6 i e B o
ik 3 B Ogich gl e o Lo

SAgus Suyadi dan Dede Rodiana,
Pengantar Studi hadis, 1 ed. (Bandung: Pustaka
Setia, 2007), 9.

SAshabul Muslimin, Shahih Bukhari
Terjemahan (Bekasi, 2011), no. hadits 6081.

168

Artinya: Telah menceritakan kepada kami
Musaddad telah menceritakan kepada kami
Yahya dari Al Hasan bin Dzakwan telah
menceritakan kepada kami Abu Raja’ telah
menceritakan kepada kami Imran bin Husain
radliallahu 'anhuma, dari Nabi saw., beliau
bersabda: "Ada sekelompok kaum yang keluar
dari neraka karena syafaat Nabi Muhammad
saw., lantas mereka masuk surga dan mereka

diberi  julukan  jahannamiyun — (mantan
penghuni neraka jahannam)."
Kaum Mu’tazilah beranggapan

bahwasanya hadits di atas beertentangan
dengan salah satu ayat al-Qur’an yang
mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang
bisa memberi syafaat selain Allah.

by ) siie 7k el 5 2
Artinya: “tidak ada yang dapat memberi

syafaat di sisi Allah tanpa seizin-Nya.” (Q.S.
al-bagarah [2]: 255)’

Secara tidak langsung hadits di atas
beertentangan dengan ayat al-Qur’an. Bahwa
hadits mengatakan ada kaum yang
mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad
saw. dan keluar dari neraka lalu masuk surga.

al-Qur’an
bahwasanya tidak ada yang bisa memberi

Kemudian ayat menegaskan

syafaat kecuali atas izin-Nya.
Jadi al-Quran tidak  mengklaim
bahwasanya tidak ada syafaat selain syafaat
dari Allah terhadap orang mukmin, karena ini

"Departemen Agama R, al-Furqan (al-
Quran dan terjemahnya) (Tangerang: Panca
Cemerlang, 2010), 36.
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merupakan kemurahan Allah terhadap hamba-
Nya melalui syafaat yang diberikan oleh Nabi
Muhammad dan ini merupakan sebuah teguran
terhadap orang-orang yang mempercayai
syafaat dan perantara itu akan
menghilangkan siksa, padahal itu semata-
semata hanyalah karunia dari Allah swt.

bahwa

2. Menggabungkan hadits-hadits yang

bertentangan

Menurut Yusuf al-Qardhawi hadits yang
bertentangan dengan hadis lain bukan berarti
hadits tersebut tidak bisa diamalkan. Akan
tetapi permasalahannya harus diselesaikan
dengan cara penggabungan atau
pengkompromian untuk mencari solusinya.®

Ada beberapa contoh hadits yang
dianggap bertentangan denga hadits lain dan
pemikiran Yusuf al-Qardhawi mencoba
menyelesaikannya dengan jalan al-Jam’
(menggabungkan kedua hadits tersebut).
Contohnya hadits tentang ziarah kubur bagi
wanita. Dalam suatu hadits Rasulullah saw.
melarang wanita untuk terlalu sering berziarah
ke kubur. Akan tetapi di sisi lain, Rasulullah
saw. menyuruh untuk berziarah ke kubur
karena hal itu untuk mengingatkan manusia
akan kematian.

Hadits pertama:

8Suryadi, “Hadits-hadits Mukhtalif dalam
Perspektif Yusuf al-Qardhawi: Telaah Kitab Kaifa
Nata’ammal al-Sunnah an-Nabawiyah,” 87.

Sl G Jo dn 0yt BT 858 i 8 il (2
8 ) o4 oy

Artinya: Qutaibah menceritakan kapada Abu
Awanah, memberitahukan kepada kami dari
Umar bin Abu Salamah, dari ayahnya, dari
Abu Hurairah, ia berkata, “Sesungguhnya
Rasulullah saaw. melaknat perempuan yang
ziarah kubur.””

Hadits pertama di atas bertentangan

dengan hadits kedua di bawah ini:

Bls Y6 o 1 sy 15 gl 1 K 4wl
S 4 38 gl le T oo 10 55 06 555
6 sl o g g Sisken 08 B 1 K
I9y93d § 030 b 5531 O 3 aidlenny g b3 o6

Sopalt 53 @6 e
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu
Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb
keduanya berkata, telah menceritakan kepada
kami Muhammad bin Ubaid darvi Yazid bin
Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia
berkata: Nabi saw. menziarahi kubur ibunya
lalu beliau menangis sehingga orang yang
berada  disekelilingnya  ikut  menangis.
Kemudian beliau bersabda: “Saya memohon
izin kepada Rabb-ku untuk memintakan
ampunan baginya, namun tidak
diperkenankan oleh-Nya, dan saya meminta
izin  untuk menziarahi  kuburnya lalu
diperkenankan  oleh-Nya.  Karena  itu,

berziarahlah  kubur  karena ia akan
mengingatkan kalian akan kematian”."’
Albani, Shahih  Sunan  Tirmidzi

Terjemahan, t.t., hadits no. 1057.
OMuslimin, Shahih Bukhari Terjemahan,
no. hadits 1622.
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Kedua hadits di atas berkualitas shahih.!!

Akan tetapi hadits pertama dianggap
bertentangan dengan hadits kedua. Hadits
pertama merupakan ketidak sukaan Rasulullah
saw. terhadap wanita yang terlalu sering
berziarah kubur. Dalam hadits kedua
Rasulullah saw. malah memerintahkan untuk
ziarah kubur, alasannya untuk mengingatkan
manusia akan kematian. Keadaan seperti ini
membingungkan orang-orang awam dalam
memahami dua hadits bertentangan tersebutt,
khususnya ketika akan menetapkan suatu

hukum mengenai hukum boleh atau tdaknya

melakukan ziarah kubur.
Menurut Yusufal-Qardhawi dua hadits di
atas dapat disclesaikan dengan cara

digabungkan atau dikompromikan antara
keduanya, yaitu dengan menukil pendapatnya
al-Qurtubi. Bahwa pada hadits pertama yang
dilaknat itu zawwarat (wanita-wanita yang
terlalu sering berziarah kubur). Kemungkinan
besar wanita tersebut telah  banyak
meninggalkan kewajibannya di rumah, karena
terlalu seringnya berziarah ke kubur, karena
kebanyakan waktunya habis hanya untuk
ziarah kubur.'”> Menurut al-Qurthubi juga,
boleh jadi itu  karena

kubur

seorang wanita

keseringannya  berziarah bisa

mengabaikan kewajibannya terhadap suami,

"Suryadi, “Hadits-hadits =~ Mukhtalif
dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi: Telaah Kitab
Kaifa Nata’ammal al-Sunnah an-Nabawiyah,” 89.

12Suryadi, 89.
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menampakan aurat (fabarruj) dan meratapi
orang yang sudah meninggal.’>* Maka
Rasulullah sasw. dengan tegas melarangnya.

Disamping itu, ada juga hadits kedua
yang memerintahkan manusia (laki-laki dan
perempuan) untuk berziarah kubur. Dengan
alasan, hal tersebut bisa mengingatkan kita
sebagai makhluk hidup terhadap kematian,
supaya kita bisa mempersiapkannya dengan
menumpuk segudang amal shaleh.

Dalam penjelasan hadits pertama di atas
bahwa sebagian ulama berpendapat larangan
ini sebelum Nabi Muhammad saw. mendapat
keringanan untuk ziarah kubur. Jadi setelah
Nabi saw. mendapat keringanan untuk ziarah
kubur, maka lelaki dan perempuan termasuk
dalam keringanan (rukhshah) itu. Sebagian lain
berkata, "Sesungguhnya larangan ziarah kubur
untuk perempuan dikarenakan mereka kurang
sabar dan banyak keluh kesah." !4

Jelaslah bahwa ziarah kubur itu tidak
dilarang, baik bagi laki-laki ataupun
perempuan, sepanjang kegiatan ziarah kubur
ini tidak mengganggu kewajiban kita dalam
beribadah kepada Allah swt. apalagi kewajiban
seorang wanita untuk menjaga kehormatannya
dan khusus bagi wanita yang telah mempunyai

suami untuk tidak meniggalkan kewajiban di

rumahnya karena ziarah kubur. Meskipun

BRodiana, Pengantar Studi hadis, 192.
YAlbani, Shahih  Sunan  Tirmidzi
Terjemahan, no. hadits 1057.
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Rasulullah saw. bersabda bahwa ziarah kubur
mempunyai menfaat bagi manusia yaitu untuk
mengingat kematian.

Hadits tentang  hukum
melakukan ‘4zl (senggama terputus), yaitu

sebagai berikut:
G N e Wl Lasnad D g Sils
B ey e A o i Uy ade o Jjh
s oy e B oo 1 0
Artinya: Telah menceritakan kepadaku Abu
Ghassan Al Misma'i telah meceritakan kepada
kami Mu'adz yaitu Ibnu Hisyam telah
menceritakan kepadaku ayahku dari Abu
Zubair dari Jabir dia berkata: “Kami
melakukan ‘azl di masa Rasulullah saw.

kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi
saw. namun beliau tidak melarang kami. '

selanjutnya

Hadits di atas bertentangan dengan hadits

di bawah ini:
o o Fee) Wil U s o (! W
R 8 damy o ar G dad o) Wi
JB Olad) oy s o8 d) 8 pp gl oy F
8}\09‘);&0\04.«54119&\@\.4&\‘)}“)65
PPN
Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-
Hasan bil Ali al-Khalal berkata, telah
menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa
berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu

Lahi’ah berkata, telah menceritakan kepadaku
Ja'far bin Rabi’ah dari az-Zuhri dan

Muharrar bin Abu Hurairah dari Bapaknya

SMuslimin, Shahih Bukhari Terjemahan,
no. hadits 2610.

1Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, t.t., no.
Hadits 1918.

dari Umar bin Khaththab ia berkata:
“Rasulullah saw. melarang melakukan ‘azl
terhadap wanita merdeka kecuali atas
seizinnya. "

Secara  sepintas  hadits  pertama
menerangkan hukum bolehnya melaukan ‘azl
(senggama terputus), akan tetapi hadits yang
kedua justru sebaliknya, yaitu melarang
melakukan

terputus). Dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi

perbuatan ‘ezl (senggama

tidak memihak terhadap salah satu pendapat
dan beliau memilih untuk mengambil pendapat
beberapa ulama yang membolehkan dan
melarang perbuatan ‘az/.

Yusuf al-Qardawi tidak memilih salah
satunya, namun cenderung untuk
menggabungkan (al-Jam’). Seperti pendapat
Ibnu al-Qayyim dan al-Baihaqi. Al-Baihaqi
menyatakan bahwa yang
membolehkan ‘az/ jumlahnya lebih banyak

dan secara kualitas lebih terpercaya, di

perawi

samping bahwa perbuatan tersebut juga
banyak dilakukan para sahabat, Sa’ad bin Abi
Waqqas, Zaid bin Sabit, Jabir bin ‘Abdillah,
Ibnu ‘Abbas, Abu Ayyub al-Anshari dan lain-
lain.!”

Sama halnya dengan Yusuf al-Qardhawi,

sebagian ulama juga ada yang berusaha

menggabungkan kedua hadits ini demi
menyelamatkan hadits tersebut.
"Suryadi, “Hadits-hadits ~ Mukhtalif

dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi: Telaah Kitab
Kaifa Nata’ammal al-Sunnah an-Nabawiyah,” 90.
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Kesimpulannya bahwa memutuskan
senggama dengan isteri itu sebaiknya tidak
dilakukan, namun Nabi sendiri tidak
melarangnya secara mutlak.'®

Bahkan ada sebuah hadits yang seolah-
olah mengatakan bahwa melakukan ‘az/ itu
tergantung kemauan kita dan kemauan isteri

kita, yaitu hadits di bawah ini:
S 2 hawd o Jlas ) ST 19l 55 Y 19l 561
LS 29 Y del ) o5 Ry

Artinya: “Lakukanlah ‘azl (putus senggama)
atau jangan lakukan ‘azl. Apa yang ditetapkan
Allah dari nyawa (vang akan hadir) pasti akan
terjadi sampai hari kiamat, sebagaimana ia
terjadi (dalam ilmu-Nya). "

Hadits di atas diriwayatkan oleh ath-
Thabrani seperti teks di atas dalam Jaami ul
Kabiir dari Surmah al-‘Udzdzy r.a. Abu
Dawud meriwayatkan hadits yang sama
maknanya dengan hadits ini dari Abu Said al-
Khudri. Demikian pula Muslim dan Nasa’i.

Asbabul wurud dari hadits di atas bahwa
kami ikut bersama Rasulullah saw. dalam
suatu peperangan. Demikian Shurmah al-
‘Udzdzy bercerita. Lallu kami memperoleh
kemenangan seperti bangsa Arab. Kami ingin
sekali bersenang-senang, karena sangat berat
kerinduan yang kami alami. Tapi kami saling
satu lain.  “Tidak

mengingatkan sama

sepantasnya kita berpikiran begitu, karena

8Rodiana, Pengantar Studi hadis, 198.
YSuwarta Wijaya, Asbabul wurud: latar
belakang historis timbulnya hadits-hadits Rasul
(Jakarta: Kalam Mulia, 2011), juz 1, 217.
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Rasulullah berada di tengah-tengah kita, maka
kita tanyakanlah hal ini kepada beliau.” Lalu
kami pun bertanya pada beliau, lalu beliau
menjawabnya dengan menyabdakan hadits di
atas.?’

Dengan kata lain, perbuatan ‘az/
(senggama terputus) tidak dilarang secara
mutlak oleh Nabi Muhammad dan kalau
seseorang akan melakukan hal tersebut maka
mendapatkan izin terlebih dahulu sari isterinya.
Karena seorang wanita merdeka (isteri)
mempunyai hak untuk mmeperoleh kepuasan
seksual sama halnya dengan laki-laki.

Dalam beberapa sumber bahwa ada
hadits yang bertentangan mengenai hukum
wanita melihat laki-laki yang bukan
muhrimnya dan begitupun sebaliknya. Akan
tetapi beberapa sumber juga menjelaskan
bahwasanya hadits yang mengharamkan
wseorang perempuan melihat laki-laki yang
bukan muhrimnya itu berstatus lemah
(meskkipun at-Tirmidzi menilainya shahih),
karena di dalam sanadnya terdapat Nabhan
Maula Ummi Salamah yang majhul, tidak
dianggap tsiqah (terpercaya) kecuali oleh Ibnu
Hibban. Sebaliknya hadits yang membolehkan
seorang perempuan melihat laki-laki dan laki-

laki melihat perempuan berstatus shahih.

2Wijaya, 217.
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Jadi, penulis kira mengenai
pengabungan antara hadits yang dinilai dha’if
dan shahih tidak terlalu penting karena sudah
barang tentu yang diambil aadalah hadits
shahih. Meskipun menurut Yusuf al-Qardhawi
hal ini tidak ada salahnya untuk dilakukan demi
mempermudah dalam memecahkan suatu

masalah.

3. Memahami hadits sesuai dengan
latar belakang, situasi dan Kkondisi, serta
tujuannya

Salah satu metode yang paling ampuh
dalam memahami hadits yang dilakukan oleh
Yusuf al-Qardhawi yaitu dengan cara
mengetahui terlebih dahulu latar belakang,
situasi dan kondisi, srta tujuan dari hadits
tersebut. Karena ada beberapa hadits yang
penulis temukan dan sulit untuk dipahami
kalau tidak mengetahui latar belakang dari
hadits tersebut, karena sedikit banyaknya
sudah mengalami pergeseran nilai dari tekstual
ke kontekstual.

Kalau kita mengkaji suatu hadits, ada
hadts yang didasarkan pada situasi dan kondisi
tertentu. Sehingga ketika dipahami dalam
konteks hari ini mungkin saja akan kehilangan
relevansinya. Kendatipun demikian, hadits
tersebut mempunyai ‘illat (alasan) tertentu,

sehingga hukum tersebut tidak akan berlaku

21Syaikh Manna al-Qaththan, Mababhits fi
‘Ulum al-Qur’an, terj. Aunur Rafiq El-Mazni,

apabila alasannya tidak ada. Sebaliknya hukum
itu akan berlaku apabila alasannya nampak
atau ada.

Untuk memahami hadits dengan baik dan
mendalam, kita perlu mengetahui situasi dan
kondisi yang melatarbelakangi hadits tersebut
turun. Dalam hal ini juga perlu adanya
pengetahuan yang mendalam mengenai teks-
teks hadits dan juga perlu adanya ketelitian
dalam memandang suatu hadits, karena kalau
misalkan tidak teliti akan menimbulkan
kekacauan serta kesesatan terhadapa hukum
Islam yang kita hasilkan.

Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa
untuk memahami al-Qur’an dengan baik dan
benar, maka salah satunya diperlukan
pengetahuan tentang asbabun nuzul (sesuatu
yang karenanya al-Qur’an turun, sebagai
penjelas terhadap apa yang terjadi, baik berupa
peristiwa maupun pertanyaan),”’ meskipun
pada kenyataannya tidak semua ayat al-Qur’an
mempunyai asbabun nuzul, sehingga dalam
memahami  al-Qur’an tidak mengalami
kekeliruan atau kesalahan

Begitu juga dengan hadits, untuk
mengetahui dan memahami hadits dengan baik
dan benar tanpa adanya penyimpangan, maka
diperlukan pengetahuan mengenai asbabul
wurud, sehingga nantinya dalam memahami

hadits tidak akan salah ataupun keliru apalagi

Pengantar Studi  llmu  al-Qur’an, V (Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, 2010), 95.
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dalam menentukan suatu hukum Islam yang
nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakkat
luas.

Dalam hal ini, selain hadits-hadits yang
bertentangan, ada juga hadits-hadits yang
mulai bergeser dari makna tekstual ke arah
makna yang lebih kontekstual. Tapi bukan
berarti teksnya dihilangkan melainkan
maknanya ditarik untuk menjawab persoalan
yang beredar di msyarakat hari ini. Yusuf al-
Qardhawi mengkontekstualkan beberapa teks
hadits yang sudah tidak relevan dengan zaman
modern. Contohnya hadits tentang keharusan
mengangkat seorang pemimpin itu dari

kalangan Quraisy.

ol Wl S Wi 3915 Ologles W~

e &) Lo LI ) ady By b s Aol

1o le il 131 B o daSY1 JB )

Jais 1 ed 1ghis 150 1319 1gBg 1gualeldly
ot g Bl Al el akad ggin U3

Artinya: Telah menceritakan kepada kami
Sulaiman bin Dawud, telah menceritakan
kepada kami Sukain, telah menceritakan
kepada kami Sayyar bin Salamah, telah
mendengar dari Abu Barzah merafa’kan
(menghubungkan  hadits)  kepada  Nabi
Muhammad saw. bahwa beliau bersabda:
“Pemimpin itu dari bangsa Quraisy, karena
apabila mereka dimintakan untuk menyayangi,
maka mereka akan menyayangi, apabila
mereka mengadakan perjanjian maka mereka
akan  menepatinya,  apabila  mereka
menetapkan hukum, maka mereka akan
berbuat adil. Dan baragsiapa yang tidak
melaksanakan hal tersebut diantara mereka,

22 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, t+t.,
hadits no. 18941.
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maka baginya akan mendapatkan laknat dari
Allah, Malaikat dan manusia seluruhnya.”

Menurut Ibn Khaldun makna hadits di

atas, bahwa Nabi Muhammad saw.
mempertimbangkan keadaan kaum Quraisy
pada masa Nabi masih hidup, yaitu kekuatan
dan rasa kesetiakawanan kesukuan yang kuat
(‘ashabiyah) pada mereka yang merupakan
syarat utama dalam menopang kekhalifahan
atau pemerintahan.

Hadits di atas merupakan contoh salah
satu hadits yang mengalami pergeseran nilai
dan untuk keadaaan hari ini di Indonesia meski
dipahami secara kontekstual tidak tekstual lagi.
Untuk memahami hadits tersebut terlebih
dahulu kita harus mengetahui latar belakang,
situasi dan kondisi serta tujuan dari hadits
tersebut.

Dari hadits di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa tidak selalu seorang
pemimpin itu harus dari bangsa Quraisy. Justru
yang lebih utama dari kalangan kaum Muslim
yang mempunyai persyaratan sesuai hadits di
atas. Diantaranya ialah mempunyai sifat
penyayang, suka menepati janjinya, dan adil
dalam menetapkan hukum. Maka ketika syarat
tersebut sudah ada dalam diri kaum Muslim,
kaum Muslim lah yang harus menjadi
pemimpin disamping bangsa Quraisy. Apalagi

untuk konteks Indonesia saat ini sangat sulit

ZRodiana, Pengantar Studi hadis, 209.
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sekali menemukan orang yang berasal dari
bangsa Quraisy.

Ada juga hadits yang menyatakan bahwa
Allah melaknat orang-orang yang melakukan
operasi plastik. Karena perbuatan itu telah
mengubah rakdir Allah yang telah ditetapkan
kepada makhluk-Nya.

c@id Qoo A J6 de 2
ol iy ovaniady oy
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(335 Jgu
Artinya: Telah menceritakan kepada kami
Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir
dari Manshur dari Ibrahim dari Algamah,
Abdullah mengatakan: “Allah melaknat orang
yang mentato dan orang yang meminta ditato,
orang yang mencukur habis alis dan
merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan
merubah ciptaan Allah Ta'ala.” (Kata Ibnu
Mas’ud) “Saya tidak punya alasana untuk
tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah
sementara dalam kitabullah telah termaktub.”

(Dan sesuatu yang datang dari rasul, maka
ambillah). (QS Al-Hasyr: 7).

Dalam hadits di atas jelas sekali
bahwasanya orang yang ditato, mencukur alis,
merenggangkan gigi merupakan perbuatan
yang dilaknat oleh Allah. Karena telah
merubah ketentuan Allah. Mengenai operasi

plastik, justru sangat jelas sekali telah

24 Arifuddin Ahmad, Muhammad Syuhudi
Ismail: Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi
(Jakarta: Insan Cemerlang, tt), 294.

mengubah apa yang telah Allah berikan
kepada kita dan itu merupakan hal yang haram
dilakukan, karena akan mengundang laknat
Allah.

Realita hari ini, yang namanya tato,
mencukur alis, merenggangkan gigi, sampai
operasi plastik pun yang lebih modem sudah
tidak asing lagi dan biasa dilakukan. Bahkan
sudah menjadi hal yang lazim, apalagi untuk
kalangan artis dan orang-orang tertentu.
Misalnya dengan menambah atau mengurangi
organ tubuh sesuai keinginan untuk
memperindah diri.

Dalam hal ini,Yusuf al-Qardhawi
menanggapi hadits di atas dan mengaitkan
dengan konteks saat ini. Bahwasanya operasi
plastk boleh dilakukan terhadap organ tubuh
yang mengalami gangguan fungsional, baik
karena bawaan lahir atau kecelakaan. Seperti
bibir sumbing (operasi plastik kontruksi).
Adapun operasi plastik untuk anggota tubuh
yang tidak mengalami gangguan fungsional
(normal), hanya bentuknya kurang sempurna
atau ingin diperindah, sepeerti hidung pesek
hendak dimancungkan. Maka hukumnya
haram.?*

Ada hadits yang melarang wanita
bepergian sendiri, dengan kata lain harus
dibarengi oleh mahramnya, sesuai dengan

hadits nabi yaitu sebagai berikut:
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Artinya: Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi saw.
bersabda: Tidak dihalalkan bagi wanita yang
beriman kepada AUah dan hari kemudian
untuk pergi perjalanan sehari semalam jika

tidak  bersama  mahramnya.(HR.  Al-
Bukhari)?

Dalam memahami hadits di atas perlu
adanya pengetahuan tentang situasi dan
kondisi zaman dulu ketika hadits itu muncul.
Bahwasanya larangan ini merupakan suatu
kekhawatiran terhadap wanita yang bepergian
tanpa ditemani mahram atau suaminya karena
kendaraan waktu itu hanya sebatas unta dan
keledai. Medan yang dilaluinya juga daerah-
daerah padang pasir yang sepi dan ditakutkan
ada kendala atau bahaya di tengah jalan yang
bisa mengancam keselamatannya. Meskipun
hadits tersebut ada dalam bab haji dan umrah,
akan tetapi dalam konteks hari ini yang sering
dilakukan oleh perempuan bukan hanya
sekedar haji dan umroh saja. Ada banyak
kegiatan lain yang sering mereka (wanita)
lakukan, apalagi wanita karir.

Konteks hari ini, zamannya sudah
beerubah dari mulai kendaraan yang dipakai
ketika bepergian dan daerah-daecrah yang
dilaluinya. Teks hadits di atas sudah tidak

25 Muhammad Fuad ‘Abdul Bagqi, Al-
w’lu’'y wa al-Marjan, tt., dalam kitab haji dan
umroh hadits no. 849.
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relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat in.
Maka pemakai hadits harus memahaminya
dengan makna kontekstual. Kendaraan yang
asalnya hanya sebatas pada hewan (unta dan
keledai), sekarang sudah modern dengan
menggunakan pesawat, kereta api, mobil yang
bisa mengangkut penumpang lebih banyak.
Tidak ada lagi alasan mengkhawatirkan
keselamatan seorang wanita ketika bepergian
tanpa dibarengi dengan mahramnya, apalagi
bepergian dengan jarak tempuh yang relatif
singkat atau dekat, bahkan yang jauh pun bisa
ditempuh dengan hitungan jam.

Apalagi ketika pendapat di atas diperkuat
oleh hadits Nabi yang diriwayatkan oleh al-
Bukhari dari Adiy bin Hatim secara marfu :

gno z9yY o) a1 (0 Bomadll 7 £ O i

Artinya: “Akan tiba masanya ketika seorang
perempuan penunggang unta pergi dari Hirah
menuju Baitullah tanpa disertai suami.”

Artinya tidak salah juga ketika ada
seorang ulama yang mengatakan seorang
perempuan boleh berangkat haji atau umroh
tanpa disertai oleh mahramnya. Asal berangkat
dengan sekumpulan para perempuan yang
dapat dipercaya dan bisa dijamin keamanannya
selama dalam perjalanan. Ketentuan ini penulis

kira bersifat umum.
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KESIMPULAN
Faktanya banyak metode yang digunakan
Yusuf al-Qardhawi dalam memahami hadits,
tapi setidaknya ada tiga cara yang dilakukan
belliau dalam memahami hadits untuk
menentukan suatu hukum Islam.
menurut

al-Qardhawi

Pertama,

memahami hadits harus sesuai dengan
petunjuk al-Qur’an, karena hadits merupakan
sumber hukum Islam yang ke dua setelah al-
Qur’an. Oleh sebab itu dalam menentukan
suatu hukum yang dalilnya berasal dari hadits
tidak boleh hadits tersebut bertentangan
dengan al-Qur’an.
bertentangan dengan al-Qur’an, maka bisa

dipastikan hadits tersebut tidak shahih (palsu)

Apabila suatu hadits

atau pemahaman kita yang keliru mengenai
hadits tersebut.

Kedua, dalam menghadapi hadits-hadits
Yusuf al-Qardhawi
yakni

yang bertentangan,
metode

kedua

menggunakan al-jam’,

menggabungkan hadits

yang
bertentangan tersebut. Menurut beliau hadits
yang bertentangan harus  diselamatkan
keberadaannya, jangan sampai mengambil
salah satu dan mengabaikan yang satunya lagi.
Beliau juga mengatakan bahwasanya hadits
yang bertentangan bukan berarti tidak bisa
diamalkan. Akan tetapi permasalahannya
harus diselesaikan dengan jalan
menggabungkan atau mengkompromikannya.

Ketiga, banyaknya hadits yang sudah

mengalami pergeseran nilai dari teks ke

konteks atau hadits-hadits yang tidak relevan
lagi dengan zaman sekarang. Menurut al-
Qardhawih hadits tersebut harus dipahami
dengan cara mengetahui latar belakang, situasi
dan kondisi serta tujuan dari hadits itu. Dengan
mengetahu latar belakang turunnya hadits,
situasi di mana hadits itu turun serta tujuan dari
hadits tersebut, kita tidak akan terkecoh oleh
hadits-hadits yang sekilas tidak cocok untuk
zaman sekarang, bahkan bertolak belakang
dengan keadaan sekarang. Dengan demikian,
hadits-hadits yang tidak relevan lagi dengan
zaman sekarang, bukan berarti tidak bisa
dipakai dalam menentukan suatu hukum. Akan
tetapi harus kita pahami dari sudut makna
kontekstual hadits dan bukan teks hadits.
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